BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai analisis perjanjian

baku layanan pascabayar Indosat Ooredoo berdasarkan Undang—Undang

Perlindungan Konsumen yang sebagaimana telah diuraikan pada bab—bab

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.1.

1.2.

Syarat dan ketentuan layanan pascabayar Indosat Ooredoo merupakan
perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh Indosat Ooredoo
sebagai pelaku usaha, berdasarkan analisis yang telah dilakukan
terdapat beberapa yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 18 ayat
(1) Undang—Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku
yaitu, Klasula pada bagian Pembatasan Tanggung Jawab Angka 3,
klausula pada bagian lain — lain angka 2, dan Klasula pada bagian lain-
lain angka 2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa syarat dan
ketentuan pada layanan pascabayar Indosat Ooredoo mencantumkan
klasula baku yang dilarang, yaitu Kklasula eksonerasi yang dapat
merugikan konsumen dan bertujuan untuk membebaskan pelaku
usaha yaitu Indosat Ooredoo dari tanggung jawab. Terdapat juga
pelanggaran pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai
pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau
pengungkapannya sulit dimengerti.

Perlindungan Konsumen atas klausula baku berdasarkan penelitian
yang sudah diteliti sebelumnya yaitu syarat dan ketentuan layanan
pascabayar Indosat sebagai perjanjian baku dapat diberikan oleh

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Hal tersebut secara jelas telah di atur di dalam Pasal 18 ayat (3)
mengenai bahwa pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang
pencantumannya di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) atau dapat
dikatakan sebagai klausula eksonerasi, maka dinyatakan batal demi
hukum. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata,
sebab batal demi hukum pada dasarnya merupakan pelanggaran
terhadap syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian dalam
pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibat keputusan bersifat
deklaratif. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1)
membatalkan seluruh perjanjian baku, bukan hanya klasula
eksonerasinya saja. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, terbukti
bahwa perjanjian baku layanan Pascabayar Indosat Ooredoo
mengandung klausula eksonerasi sehingga perjanjian antara Indosat

Ooredoo dengan konsumen menjadi batal demi hukum.

2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran

yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

2.1.

2.2.

Pihak Indosat Ooredoo sebagai pelaku usaha seharusnya mengubah
beberapa klasula yang merupakan klasula eksonerasi yang mana berupa
pengalihan, pembatasan dan pembebasan tanggung jawab pelaku
usaha, agar tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Maka, klausula baku yang tercantum
dalam syarat dan ketentuan layanan pascabayar tidak berpotensi
merugikan konsumen.

Konsumen seharusnya lebih mengetahui dan lebih memiliki kesadaran
hukum untuk mengenal apa saja yang menjadi hak—hak konsumen yang
terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,
pelanggan layanan pascabayar selaku konsumen sebaiknya agar lebih

teliti dalam membaca apa yang menjadi syarat dan ketentuan sebelum
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mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang sudah disediakan oleh
pihak Indosat Ooredo. Sebab, apabila pelanggan sudah menyetujui
maka dapat diartikan konsumen tersebut sudah membaca dan
menyetujui semua Klasula yang tercantum di dalam syarat dan
ketentuan. Diharapkan juga konsumen lebih mengetahui apa saja yang
menjadi hak dan kewajiban sebagai konsumen, agar saat membaca
perjanjian baku tersebut dapat mengetahui haknya dilanggar oleh
pelaku usaha atau tidak.
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